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SURAT PERJANJIAN

untuk Melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya:

Pengadaan Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) Untuk Kegiatan
Workshop Kajian Forum Pelatihan Vokasi Berbasis Industri Dan Rekomendasi Strategis
Penguatan Keterlibatan Industri Dalam Pelatihan Dan Pemagangan Untuk Memenuhi
Kebutuhan Pasar Kerja

Tahun 2026
Nomor: SPK. /PPK-LAVOGAN/VIII/ 2026

“SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat
dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua
ribu dua puluh enam antara Habib Daudi, S.H., M.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen,
yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
Pemagangan, Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan
Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kementerian
Ketenagakerjaan , yang diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan
Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan,
Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan Direktorat Jenderal
Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2026
Nomor : Kep. ............ /1/2026 Tanggal 2 Januari 2026 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun 2026 selanjutnya
disebut “PPK” dan:

NAMA XXXXX, Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama P7. XXXX yang

berkedudukan diJI. ................. , Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran
Dasar No. ....... tangeal .......... Akte Notaris ......cccceeeevennen. , selanjutnya disebut “Penyedia”
MENGINGAT BAHWA:

(@ PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini
(selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya”);

(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,
personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa
Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

(c) PPKdan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak
ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

(d PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;



2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan
dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-
hal sebagai berikut:

1.

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana
tercantum dalam Jadwal Aktivitas adalah sebesar Rp58.268.276.999,08 (terbilang
lima puluh delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh
enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan rupiah);

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:

pokok perjanjian;

syarat-syarat umum Kontrak;

syarat-syarat khusus Kontrak;

spesifikasi teknis;

penawaran harga;

jadwal aktifitas;

dokumen lainnya seperti: jaminan pelaksanaan pekerjaan, SPPB] dan Pakta
Integritas.

S N

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang
meliputi khususnya:
a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan
yang dilakukan oleh Penyedia;
3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak
yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga
yang telah ditentukan dalam Kontrak;
2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan
penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen
maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan
perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan PPK;

6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan
yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dengan tanggal mulai dan penyelesaian
keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus
Kontrak.

DEMIKIANLAH, Kontrak ini ditandatangai dan dilaksanakan oleh PPK dan Penyedia Tender
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Untuk dan atas nama
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PT. XXXX
XXX XXXXX
NIP. 1XXX Direktur Utama



BAGIAN B. SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Di bawah ini adalah arti atau tafsiran dari istilah-istilah yang
digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan
kemampuan tertentu yang mengutamakan
keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan
dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan
Barang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA
adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada
Institusi lain Pengguna APBN/APBD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk
menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala
Daerah untuk menggunakan APBD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut
PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan  adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang
bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas
intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut
APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi.

Penyedia adalah badan wusaha atau orang
perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.

Sub penyedia adalah penyedia yang mengadakan
perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab
kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan
(subkontrak).



1.9

Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja
sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional
maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang
jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan,
adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan
dan tidak bersyarat (unconditional) , yang dikeluarkan
oleh Bank Umum/Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan
oleh penyedia kepada PPK/UKPBJ untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban Penyedia.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK
dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-
Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat
Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang
merupakan bagian dari kontrak.

Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum
dalam kontrak.

Hari adalah hari kalender.

Jadwal aktifitas (rincian harga penawaran) adalah
daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan
jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan
bagian dari penawaran.

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan
perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK,
dikalkulasikan secara  keahlian berdasarkan data
yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan
oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran
penawaran termasuk rinciannya.

Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya
suatu jasa lainnya sesuai peruntukannya yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis
pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.

Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang
layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk



2. Penerapan

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

menyelesaikan  seluruh  pekerjaan dan diyakini
menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis
berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap
pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan
dapat dilaksanakan.

Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan
secara penuh sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya
dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk
melaksanakan pekerjaan.

Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah
bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang
pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan
disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

Masa Kontrak adalah jangka waktu Dberlakunya
kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan
kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau
masa pemeliharaan berakhir.

Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja
penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.

Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal
penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan
dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan
yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak
yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak,
dihitung sejak tanggal penyerahan pertama
pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir
pekerjaan.

Bank adalah Bank Dunia.

Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas
dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak
dapat Dbertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam



Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan
hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan 3.1
Hukum

3.2

4. Larangan 4.1

Korupsi, Kolusi,
dan  Nepotisme
(KKN) serta
Penipuan

4.2

4.3

Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku
di Indonesia.

Apabila menurut penilaian PPK, berdasarkan bukti
yang cukup, Penyedia telah melakukan praktek
korupsi, kolusi, penipuan atau pemaksaan dalam
bersaing untuk mendapatkan atau dalam
melaksanakan Kontrak maka Pemilik Pekerjaan,
setelah menyampaikan pemberitahuan 14 hari
sebelumnya kepada Penyedia, dapat memutuskan
Kontrak dan memaksa Penyedia untuk keluar dari
Lokasi Kerja, dan ketentuan Pasal 40.2 berlaku
seolah-olah pemutusan itu dilakukan karena
wanprestasi Penyedia [Pemutusan dan Pengakhiran
Kontrak].

Apabila berdasarkan bukti yang cukup karyawan
Penyedia dinilai telah melakukan praktek korupsi,
penipuan atau pemaksaan selama pelaksanaan
pekerjaan  maka karyawan tersebut harus
diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan
ketentuan Pasal 63.5 [Personil Inti dan/atau
Peralatan)].

Dalam ketentuan ini:

(i) “Praktek  korupsi” adalah  menawarkan,
memberikan, menerima atau meminta, secara
langsung atau tidak langsung, segala sesuatu
yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan-
tindakan pihak lain secara tidak patut;!

(ii) “Praktek penipuan” adalah suatu tindakan atau
pengabaian, termasuk misinterpretasi yang
secara  sadar ataupun secara  ceroboh
menyesatkan atau berupaya menyesatkan suatu
pihak untuk mendapatkan manfaat finansial
atau manfaat lain atau menghindari kewajiban;?

(iii) “Praktek kolusi” adalah pengaturan antara dua
pihak atau lebih yang dirancang untuk

! “pihak lain” memaksudkan pejabat publik yang bertindak sehubungan dengan proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.
Dalam konteks ini, “pejabat publik” adalah staf Bank Dunia dan karyawan organisasi lain yang membuat atau
memeriksa keputusan-keputusan pengadaan.

2 “Pihak” memaksudkan pejabat publik; istilah “manfaat” dan “kewajiban” berkaitan dengan proses pengadaan atau
pelaksanaan kontrak; dan “tindakan” atau “pengabaian” dimaksudkan untuk mempengaruhi proses pengadaan atau

pelaksanaan kontrak.
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mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk

untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pihak

lain secara tidak patut;?

(iv) “Praktek pemaksaan (koersif)” adalah merusak
atau merugikan, atau mengancam untuk
merusak atau merugikan, secara langsung
maupun tidak langsung, suatu pihak atau
properti pihak tersebut guna mempengaruhi
tindakan-tindakan suatu pihak secara tidak
patut;*

(v) “Praktek obstruktif” adalah:

(aa) secara sengaja merusak, memalsukan,
mengubah atau menyembunyikan barang
bukti investigasi, atau membuat pernyataan
palsu kepada petugas penyelidik untuk
secara material menghalangi investigasi
Bank terhadap tuduhan praktek korupsi,
penipuan, pemaksaan atau kolusi; dan/atau
mengancam, mengganggu atau
mengintimidasi ~ suatu  pihak  untuk
menghalanginya dalam menyingkapkan
apa yang diketahuinya sehubungan dengan
investigasi  atau  dalam  melakukan
investigasi, atau

(bb) Perbuatan yang ditujukan untuk secara
material menghalangi pelaksanaan hak Bank
dalam melakukan pemeriksaan dan audit
yang ditetapkan berdasarkan Pasal 77
(Inspeksi dan Audit oleh Bank).

5. Asal Material/ 5.1 Untuk kepentingan informasi penyedia harus
Bahan menyampaikan asal material/bahan dengan details
baik material dalam negeri maupun import.

5.2  Asal material/bahan merupakan tempat
material/bahan diperoleh, antara lain tempat
material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

6. Korespondensi 6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e~-mail
dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak
yang tercantum dalam SSKK.

6.2  Semua pemberitahuan, permohonan, atau
persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap

3 “Pihak” memaksudkan mereka yang berpartisipasi dalam proses pengadaan (termasuk pejabat publik) yang berupaya
menetapkan harga penawaran pada tingkat yang tidak kompetitif atau direkayasa.
4 “Pihak” memaksudkan pihak yang berpartisipasi dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak.



10.

Wakil Sah Para
Pihak

Pembukuan

Perpajakan

Pengalihan
dan/atau
Subkontrak

telah diberitahukan jika telah disampaikan secara
langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK,
atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau
faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam
SSKK.

Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk
dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau
diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh
PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh
pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk
penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan
keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan
pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi
yang berlaku.

Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang
bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak,
bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh
peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam
Nilai Kontrak.

10.1  Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan
dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai
akibat peleburan (smerger), konsolidasi, pemisahan,
maupun akibat lainnya.

10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan Penyedia lain
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.

10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh
pekerjaan.

10.4 Penyedia hanya boleh  mensubkontrakkan
pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di
dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak
dijjinkan untuk disubkontrakkan.

10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya
diperbolehkan kepada Penyedia spesialis.

10.6 Penyedia hanya boleh  mensubkontrakkan
pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK.
Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan.
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11.

12. Penyedia Mandiri

13. Kemitraan/KSO

14.

15.

Pengabaian

10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak
diputuskan.

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran
ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka
pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-
menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi
pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain.
Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan
secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang
melakukan pengabaian.

Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh
terhadap personil dan sub penyedianya (jika ada) serta
pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

Kemitraan/KSO memberi kuasa terhadap kepada salah satu
anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak
atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan
kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

Penemuan- Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada

penemuan pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang
mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi
pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan
dikuasai oleh negara.

PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM, PENGHENTIAN DAN

PEMUTUSAN KONTRAK

Jangka Waktu 15.1 Kontrak ini Dberlaku efektif pada tanggal

Kontrak dan penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak

Jadwal atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.

Pelaksanaan

Pekerjaan 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu

yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal
mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.

15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal yang ditentukan dalam SSKK.

15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena
keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah
melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK
dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan
tugas penyedia dengan adendum kontrak.
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B.1. Pelaksanaan Pekerjaan

16. Penyerahan
Lokasi Kerja

17. Surat Perintah
Mulai Kerja
(SPMK)

18. Program Mutu

16.1

1e.2

16.3

17.1

17.2

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

PPK berkewajiban untuk menyerahkan keseluruhan
lokasi kerja kepada penyedia sebelum SPMK
diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah
sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan
bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan
dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi
kerja.

Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan
hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi
Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan
dalam adendum Kontrak.

Jika penyerahan hanya dilakukan pada bagian
tertentu dari lokasi kerja maka PPK dapat dianggap
telah menunda pelaksanaan pekerjaan tertentu yang
terkait dengan bagian lokasi kerja tersebut, dan
kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.

PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan
kontrak.

Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat
dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program
mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak
untuk disetujui oleh PPK.

Program mutu disusun paling sedikit berisi:

a. informasi mengenai pekerjaan yang akan
dilaksanakan;

. organisasi kerja penyedia;

. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

. prosedur pelaksanaan pekerjaan;

prosedur instruksi kerja; dan

pelaksana kerja.

-0 a0 s

Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi
lokasi pekerjaan.

Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan
program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan
Peristiwa Kompensasi.

Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan
perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan
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18.6

19. Rapat Persiapan 19.1

Pelaksanaan
Kontrak

20. Mobilisasi

21. Pengawasan
Pelaksanan
Pekerjaan

19.2

20.1

20.2

20.3

21.1

dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan,
termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan.
Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan
persetujuan PPK.

Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak
mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

Selambat-lambatnya 7  (tujuh)  hari  sejak
diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan
pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur
perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah
menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan
kontrak.

Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat
persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

a. program mutu;

b. organisasi kerja;

. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

. jadwal pelaksanaan pekerjaan;

jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi
peralatan dan personil;

penyusunan rencana dan pelaksanaan
pemeriksaan lokasi pekerjaan.

o a0

lae)

Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai
dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkan SPMK.

Mobilisasi  dilakukan sesuai dengan lingkup

pekerjaan, yaitu:

a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah,
gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan
sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan personil-personil.

Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK
jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas
Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau
konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan
berkewajiban  untuk  mengawasi  pelaksanaan
pekerjaan.
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22.

23.

24.

25.

Persetujuan
Pengawas
Pekerjaan

Perintah

Akses ke Lokasi
Kerja

Pemeriksaan
Bersama

21.2

22.1

22.2

Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas
Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK.
Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan
dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.

Semua  spesifikasi yang  digunakan  untuk
mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen
maupun sementara harus mendapatkan persetujuan
Pengawas Pekerjaan.

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan
terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara
maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan
spesifikasi usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut
untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas
dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan,
penyedia bertanggung jawab secara penuh atas
rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah
Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan
Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil
Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan
lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan
dilaksanakan.

25.1

25.2

25.3

25.4

Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan
Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia
melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan
melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail
kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata
pembayaran.

Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat
membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak atas usul PPK.

Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita
Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama
mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil
dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi
persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat
melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil
dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat
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26. Waktu 20.1
Penyelesaian
Pekerjaan
26.2
26.3
26.4

27. Perpanjangan 27.1
Waktu

27.2

harus segera diganti dalam jangka waktu yang
disepakati bersama.

Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia
berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan
pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta
menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian
bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa
Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian
penyedia maka penyedia dikenakan denda.

Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan
oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan
kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti
rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian
disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26
ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

Jika terjadi  Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal
Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta
perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data
penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas
Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian
Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal
Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum
Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa
Kontrak.

PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan
harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan
dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua
puluh satu) hari setelah penyedia meminta
perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan
peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat
bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka
keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan
untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

28. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis
Pengawas penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap

Pekerjaan

15



perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada

PPK.

29. Rapat 29.1
Pemantauan

29.2

29.3

30. Peringatan Dini  30.1

30.2

B.2. Penyelesaian Kontrak

31. Serah
Pekerjaan

Terima 31.1

31.2

31.3

Pengawas  Pekerjaan  atau  penyedia  dapat
menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta
satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat
pemantauan diselenggarakan untuk membahas
perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa
pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan
dini.

Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh
Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan
dokumennya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak
yang menghadiri rapat.

Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan,
Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam
rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis
kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini
mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau
kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu
pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda
penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat
memerintahkan penyedia untuk menyampaikan
secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau
kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan
Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus
sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan
Pengawas  Pekerjaan untuk mencegah atau
mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus),
penyedia mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK
menugaskan  Panitia/Pejabat  Penerima  Hasil
Pekerjaan.

Apabila diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya
sebagaimana  dimaksud pada angka 31.2,
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dapat
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32. Pengambilalihan

31.4

31.5

31.0

31.7

31.8

31.9

31.10

dibantu Tim/Tenaga Ahli yang mempunyai keahlian
khusus.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan
penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat
kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil
pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya.

PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah
seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan.

Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh
lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang
5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar
100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan
penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan
sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama
masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti
pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
untuk penyerahan akhir pekerjaan.

PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah
penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama
masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib
melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum
dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.

Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban
pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK
berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai
perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan
Pemeliharaan.

PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam
jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan
selesai/pengakhiran pekerjaan.
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33. Pedoman
Pengoperasian
dan Perawatan

33.1

33.2

B.3. Perubahan Kontrak

34. Perubahan
Kontrak

35. Perubahan
Lingkup
Pekerjaan

34.1

34.2

34.3

34.4

35.1

Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada
PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan
sesuai dengan SSKK.

Apabila penyedia tidak memberikan pedoman
pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan
uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan, apabila ada.

Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum
kontrak.

Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila

disetujui oleh para pihak, meliputi:

a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal
yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak
sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam
kontrak;

b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat
adanya perubahan pekerjaan; dan/atau

C. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan
pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan
pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada
angka 34.2 tidak dapat dilakukan untuk bagian lump
sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga
satuan.

Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA
dapat  membentuk  Panitia/Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara

kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan

dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen

Kontrak, maka:

a. PPK bersama penyedia dapat melakukan
perubahan kontrak yang meliputi antara lain :

1. menambah atau mengurangi volume
pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;

2. mengurangi atau menambah jenis
pekerjaan;

3. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan
sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan;
dan/atau

4. melaksanakan pekerjaan tambah yang
belum tercantum dalam kontrak yang
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36. Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
pekerjaan.

b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan
tersedianya anggaran dan paling tinggi 10%
(sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.

c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK
secara tertulis kepada penyedia kemudian
dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga
dengan tetap mengacu pada ketentuan yang
tercantum dalam kontrak awal.

d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita
Acara sebagai dasar penyusunan adendum
kontrak.

Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan
waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal
sebagai berikut:

pekerjaan tambabh;

perubahan disain;

keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;

masalah yang timbul di luar kendali penyedia;
dan/atau

e. keadaan kahar.

a0 o e

Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang
sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya
kontrak akibat keadaan kahar.

PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu
pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
penyedia.

PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti
Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan
perpanjangan waktu pelaksanaan.

Persetujuan  perpanjangan waktu pelaksanaan
dituangkan dalam adendum kontrak.

B.4. Penghentian dan Pemutusan Kontrak

37. Keadaan Kahar

37.1

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi
diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat
dipenuhi.
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38. Penghentian
Kontrak

37.2

37.3

37.4

37.5

38.1

38.2

Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia
memberitahukan kepada PPK paling lambat 14
(empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar,
dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari
pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk
pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan
Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama
dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat
Keadaan Kahar.

Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan
Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat
belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak
dikenakan sanksi.

Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan
pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama
masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara
tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan
sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk
menerima pembayaran sebagaimana ditentukan
dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang
wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk
bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini
harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

Penghentian kontrak dapat dilakukan karena
pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.

Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib
membayar kepada penyedia sesuai dengan
prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

a. biaya langsung pengadaan Bahan dan
Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan
dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh
Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya
menjadi hak milik PPK;

b. biaya  langsung  pembongkaran  dan
demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan
Peralatan;

c. biaya langsung demobilisasi Personil.
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39. Pemutusan
Kontrak

40. Pemutusan
Kontrak oleh PPK

39.1

40.1

40.2

Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau
Penyedia berdasarkan peristiwa dan keadaan yang
disebutkan masing-masing dalam Butir 40 dan
Butir 41.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat

memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan

tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal
sebagai berikut

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda
melebihi batas berakhirnya kontrak;

b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak
akan mampu menyelesaikan keseluruhan
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan
untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. Penyedia tanpa persetujuan  pengawas
pekerjaan  tidak  memulai  pelaksanaan
Pekerjaan sesuai dengan ketentuan Butir 15;

d. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28
(dua puluh delapan) hari dan penghentian ini
tidak tercantum dalam program mutu serta
tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

e. Penyedia berada dalam keadaan pailit;

f. Penyedia selama Masa Kontrak gagal
memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh PPK;

g. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan
Jaminan Pelaksanaan;

h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia
untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik
selama 28 (dua puluh delapan) hari;

i. Penyedia, atau karyawan, agen atau
subpenyedianya, terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan sesuai
dengan SSUK Butir 4.

Dalam hal terjadinya salah satu peristiwa atau
keadaan di atas, PPK setelah menyampaikan
pemberitahuan 14 hari sebelumnya kepada
Penyedia dapat mengakhiri Kontrak dan meminta
Penyedia untuk keluar dari Lokasi Kerja. Namun,
untuk ketentuan subparagraf (g) atau (i), PPK dapat
langsung mengakhiri Kontrak setelah
menyampaikan pemberitahuan.
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40.3

40.4

40.5

40.6

40.7

Pilihan PPK untuk mengakhiri Kontrak tidak akan
mengurangi hak-hak lain PPK berdasarkan Kontrak
ini atau ketentuan lain.

Selanjutnya, Penyedia wajib meninggalkan lokasi
kerja dan menyerahkan Barang-Barang yang
diminta, semua Dokumen Penyedia dan dokumen
desain lain yang dibuat oleh atau untuknya kepada
Pengawas Pekerjaan. Namun, Penyedia harus
berupaya semaksimal mungkin untuk segera
memenuhi instruksi yang wajar yang tercantum
dalam surat pemberitahuan (i) untuk pengalihan
subkontrak, dan (ii) perlindungan orang atau
properti atau keselamatan Pekerjaan.

Setelah Kontrak diakhiri, PPK dapat menyelesaikan
Pekerjaan dan/atau mengatur agar pihak lain
melakukannya. PPK dan pihak lain tersebut dapat
memanfaatkan Barang, Dokumen Penyedia dan
dokumen-dokumen desain lain yang dibuat oleh
atau untuk kepentingan Penyedia.

PPK kemudian memberitahukan bahwa Peralatan
dan Pekerjaan Sementara Penyedia akan diserahkan
kepada Penyedia yang ada pada atau di sekitar
Lokasi. Penyedia harus segera mengatur
pembongkarannya, dengan tanggungan dan beban
Penyedia. Namun, apabila pada saat itu Penyedia
tidak melakukan pembayaran yang jatuh tempo
kepada PPK maka peralatan dan pekerjaan
sementara itu dapat dijual oleh PPK untuk menutupi
pembayaran tersebut. Sisa hasil penjualan akan
dibayarkan kepada Penyedia.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena

kesalahan Penyedia maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan oleh PPK;

b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia
kepada PPK atau Jaminan Uang Muka dicairkan
(apabila ada);

c. Penyedia membayar denda keterlambatan
sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila
ada).

d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam

e. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah
diterima oleh PPK sampai dengan tanggal
berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi
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41. Pemutusan
Kontrak Oleh
Penyedia

40.8

40.9

41.1

41.2

dengan denda keterlambatan yang harus
dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia
menyerahkan  semua  hasil  pelaksanaan
pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi
hak milik PPK.

Sesegera  mungkin  setelah  pemberitahuan
pemutusan berdasarkan ketentuan ayat 40.2
berlaku, Pengawas Pekerjaan selanjutnya akan
menyetujui atau menentukan nilai Pekerjaan,
Barang dan Dokumen Penyedia dan nilai-nilai lain
yang harus dibayar kepada Penyedia atas pekerjaan
yang dilaksanakan sesuai dengan Kontrak.

Setelah pemberitahuan pemutusan yang dimaksud

dalam ayat 40.2 berlaku, PPK dapat:

a. Menahan pembayaran lebih lanjut kepada
Penyedia  sampai  biaya  pelaksanaan,
penyelesaian dan perbaikan setiap cacat, dan
ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian
(jika ada) serta semua biaya lain yang
dikeluarkan oleh PPK telah ditetapkan,
dan/atau

b. Mendapatkan penggantian dari Penyedia atas
kerugian dan kerusakan yang dialami PPK dan
biaya tambahan lain untuk menyelesaikan
Pekerjaan setelah memperhitungkan jumlah
yang harus dibayar kepada Penyedia
berdasarkan ketentuan ayat 39.8. Setelah
mendapatkan penggantian atas kerugian,
kerusakan dan biaya tambahan, PPK harus
membayar sisanya kepada Penyedia.

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat
memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan
tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan
SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai
dengan yang disepakati sebagaimana tercantum
dalam SSKK.

Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila :

a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak
dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan
dokumen kontrak;

b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir
penyelesaian perselisihan.

Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan paling

kurang 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia
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42. Pemutusan
Kontrak akibat
lainnya

43. Peninggalan

menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan
Kontrak secara tertulis kepada PPK.

41.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK
membayar kepada Penyedia sesuai dengan
pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima
oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya
pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda
keterlambatan yang harus dibayar Penyedia
(apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua
hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya
menjadi hak milik PPK.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena
PPK/Pokja Pemilihan terlibat dalam penyimpangan
prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggararan
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka
PPK/Pokja Pemilihan dikenakan sanksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan
Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah
pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan
penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa
kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua
peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan
setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

44. Hak dan
Kewajiban
Penyedia

44.1 Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan harga yang telah
ditentukan dalam kontrak;

b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan
prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan
pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada PPK;

d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam kontrak;

e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab
dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan,
peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan
segala pekerjaan permanen maupun sementara
yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian
dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam
kontrak;
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45.

46.

47.

Penggunaan
Dokumen-
Dokumen
Kontrak dan
Informasi

Hak Kekayaan
Intelektual

Penanggungan
dan Risiko

f. memberikan keterangan-keterangan yang
diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang
dilakukan PPK;

<. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak; dan

h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai
untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan
membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan
penyedia.

Penyedia  tidak  diperkenankan menggunakan dan
menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya
yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak
lain, misalnya spesifikasi teknis, kecuali dengan ijin tertulis
dari PPK.

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau
klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

47.1 Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan
kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan
dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
tanggal penandatanganan berita acara penyerahan
akhir:

a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta
benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan
Personil;

b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;

c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera
tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

47.2  Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan
tanggal penandatanganan berita acara penyerahan
awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil
Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan
risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian
PPK.
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48. Perlindungan
Tenaga Kerja

49. Pemeliharaan
Lingkungan

50. Asuransi

47.3

47.4

48.1

48.2

48.3

48.4

Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia
tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam
angka 48 ini.

Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan
atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan
selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa
Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh
penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan
atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau
kelalaian penyedia.

Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya
sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada
program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan
memerintahkan  Personilnya untuk  mematuhi
peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan
pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap
telah membaca dan memahami peraturan
keselamatan kerja tersebut.

Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk
menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk
Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan
keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.

Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk
melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang
berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK
mengenai setiap kecelakaan yang timbul sechubungan
dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua
puluh empat) jam setelah kejadian.

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam
maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan
lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

50.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK

sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan

untuk:

a. semua barang dan peralatan yang mempunyai
risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan
pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan
pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan,
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51. Tindakan
Penyedia yang
Mensyaratkan
Persetujuan PPK
atau Pengawas
Pekerjaan

52. Laporan Hasil
Pekerjaan

50.2

51.1

51.2

52.1

52.2

52.3

kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga; dan

b. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat
kerjanya.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam
penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih

dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan

tindakan-tindakan berikut:

a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;

b. menunjuk Personil yang namanya tidak
tercantum dalam Lampiran A SSKK;

¢. mengubah atau memutakhirkan program mutu;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih
dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan
sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

a. menggunakan spesifikasi dalam angka 15 SSUK;
b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;

¢. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;

d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

Pemeriksaan  pekerjaan  dilakukan  selama
pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume
pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan
guna  pembayaran  hasil  pekerjaan.  Hasil
pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan
pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku
harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang
berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

Laporan harian berisi:

a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi
pekerjaan;

b. penempatan tenaga kerja untuk tiap macam
tugasnya,

c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;

d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;

e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan
peristiwa alam lainnya yang berpengaruh
terhadap kelancaran pekerjaan; dan
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53. Kepemilikan
Dokumen

54. Kerjasama Antara
Penyedia dan Sub
Penyedia

55. Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan
Koperasi Kecil

f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan
pelaksanaan.

52.4 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila
diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui
oleh wakil PPK.

52.5 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan
harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan
dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting
yang perlu ditonjolkan.

52.6 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan
mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan
dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang
perlu ditonjolkan.

52.7 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK
membuat foto-foto  dokumentasi pelaksanaan
pekerjaan di lokasi pekerjaan.

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan
dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang
dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini
sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling
lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak
berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan
piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap
dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada)
mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut
di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

54.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut
harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih
dahulu oleh PPK.

54.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian
pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

54.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus
mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip
kesetaraan.

55.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan
mensubkontrakkan sebagian pekerjaanya.
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56. Penyedia Lain

57. Keselamatan

58. Pembayaran
Denda

59. Jaminan

55.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia
terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas
keseluruhan pekerjaan tersebut.

55.3 Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

55.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan
ketetapan di atas.

55.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka
penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

Penyedia  berkewajiban  untuk  bekerjasama  dan
menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia
yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang
berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK
dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi
kerja.

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak
di lokasi kerja.

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial
berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini.
PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran
pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran
Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
penyedia.

59.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja
setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan
penandatanganan kontrak dengan besar:

5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

59.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-
kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak
sampai dengan serah terima pekerjaan/ serah terima
pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).

59.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan
diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan
uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai
kontrak.
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594

59.5

59.6

59.7

59.8

59.9

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam
rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100%
(seratus perseratus) dari besarnya uang muka.

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi
pekerjaan.

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-
kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang
muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama
pekerjaan (PHO).

Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah
pekerjaan  dinyatakan selesai 100%  (seratus
perseratus).

Pengembalian Jaminan Pemeliharan dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa
pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan
baik sesuai dengan ketentuan kontrak.

Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan sekurang-
kurangnya sejak tanggal serah terima pekerjaan
(PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir
pekerjaan /Final Hand Over (FHO).

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

60. Hak dan
Kewajiban PPK

60.1

PPK memiliki Hak dan Kewajiban:

a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh Penyedia;

b. meminta laporan-laporan secara  periodik
mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan
oleh penyedia;

¢. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan
kepada Penyedia;

. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);

membayar uang muka (apabila diberikan);

memberikan instruksi sesuai jadwal;

. membayar ganti rugi, melindungi dan membela
Penyedia terhadap tuntuan hukum, tuntutan
lainnya dan tanggungan yang timbul karena
kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak
yang dilakukan PPK; dan

h. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam
kepada PA/KPA (apabila ada).

Q™o a
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61. Fasilitas

62. Peristiwa
Kompensasi

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan
prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang
tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanan
pekerjaan ini.

62.1

62.2

62.3

62.4

62.5

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada

Penyedia dalam hal sebagai berikut:

a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan pekerjaan;

b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;

c. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;

d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
dalam kontrak;

e. PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia
untuk melakukan pengujian tambahan yang
setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak
ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan
pekerjaan;

€. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi
tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan
disebabkan oleh PPK;

h. ketentuan lain dalam SSKK.

Jika  Peristiwa  Kompensasi  mengakibatkan
pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan
penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban
untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan
kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga
penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal
Penyelesaian maka Penyedia berhak meminta
perpanjangan waktu Penyelesaian berdasarkan data
penunjang dan perhitungan kompensasi yang
diajukan oleh Penyedia kepada PPK. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui
adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut
mengubah Masa Kontrak.

Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau
perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika
Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan
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peringatan  dini dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN ATAU PERALATAN PENYEDIA

63. Personil Inti

63.1

63.2

63.3

63.4

63.5

63.6

63.7

Personil inti yang ditempatkan harus sesuai dengan
yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.

Penggantian personil inti tidak boleh dilakukan
kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia
dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu
kepada PPK dengan  melampirkan  riwayat
hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan
beserta alasan penggantian.

PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/
penggantian personil inti menurut kualifikasi yang
dibutuhkan.

Jika PPK menilai bahwa personil inti:

a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan
pekerjaan dengan baik;

b. berkelakuan tidak baik; atau

c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan

pengganti dan menjamin personil inti tersebut

meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh)

hari sejak diminta oleh PPK.

Jika penggantian personil inti perlu dilakukan, maka
penyedia  berkewajiban  untuk  menyediakan
pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih
baik dari personil inti yang digantikan tanpa biaya
tambahan apapun.

Personil inti  berkewajiban untuk menjaga
kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK,
Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk
menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpabh.

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

64. Harga Kontrak

64.1

64.2

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan
pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan
dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi
juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
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65. Pembayaran

64.3 [Rincian harga konfrak sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam jadwal aktifitas (untuk kontrak
harga satuan serfa konfrak gabungan harga satuan
dan lump sum)./

65.1

65.2

Uang muka

a.

uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi
peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi
kepada pemasok bahan/material dan persiapan
teknis lain;

. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan

dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan
Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
penyedia harus mengajukan  permohonan
pengambilan uang muka secara tertulis kepada
PPK disertai dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai
Kontrak;

. PPK  harus mengajukan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan
Surat Perintah =~ Membayar (PPSPM) untuk
permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat
7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka
diterima;
Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank
umum;
pengembalian uang muka harus diperhitungkan
berangsur-angsur secara proporsional pada setiap
pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat
harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi
100% (seratus perseratus).

Prestasi pekerjaan

a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang

disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai
laporan kemajuan hasil pekerjaan;

2) pembayaran dilakukan dengan sistem
bulanan, sistem termin atau pembayaran
secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam
SSKK;,

3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan
yang telah terpasang, tidak termasuk
bahan/material dan peralatan yang ada di
lokasi pekerjaan;
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65.3

4) pembayaran harus dipotong angsuran uang
muka, denda (apabila ada), pajak dan uang
retensi; dan

5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak,
permintaan pembayaran harus dilengkapi
bukti pembayaran kepada seluruh sub
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah
pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan
Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan
diterbitkan;

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja
setelah pengajuan permintaan pembayaran dari
penyedia harus sudah mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan
angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk
menunda pembayaran. PPK dapat meminta
penyedia untuk menyampaikan perhitungan
prestasi sementara dengan mengesampingkan
hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

Denda dan ganti rugi

a. denda merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada penyedia;

b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera
janji/wanprestasi;

c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia
atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk
setiap hari keterlambatan adalah:

1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian
kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian
pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat
berfungsi; atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak,
apabila bagian pekerjaan yang sudah
dilaksanakan belum berfungsi.

3) sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas
keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga
dari nilai tagihan yang terlambat dibayar,
berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia,
atau dapat diberikan kompensasi;
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66. Hari Kerja —
apabila
diperlukan

67. Perhitungan
Akhir

68. Penangguhan

66.1

66.2

66.3

67.1

67.2

68.1

68.2

e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi
diperhitungkan dalam pembayaran prestasi
pekerjaan;

f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta
dituangkan dalam adendum kontrak;

<. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan
oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan
tagihan disertai perhitungan dan data-data.

Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya
disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran
ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan
dapat diperiksa oleh PPK.

Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada
tenaga  kerjanya  setelah  formulir  upah
ditandatangani.

Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus
dilampirkan.

Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir
dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
perseratus) dan Dberita acara penyerahan awal
berdasarkan telah ditandatangani oleh kedua belah
Pihak.

Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia
berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas
Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir
yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian
tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban
untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan
angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang diterima oleh Pengawas
Pekerjaan.

PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap
angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia
<agal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,
termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan.

PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia
tentang penangguhan hak pembayaran, disertai
alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan
tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk
memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
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68.3

68.4

69. Penyesuaian 69.1
Harga untuk
Remunerasi
Personil

69.2

69.3

69.4

69.5

69.6

69.7

Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan
dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan
pembayaran akibat keterlambatan penyerahan
pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan
pengenaan denda kepada penyedia.

Jika dicantumkan di dalam SSKK, remunerasi untuk
personil dapat berubah sesuai dengan ketentuan
berikut ini:

Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh
remunerasi personil, kecuali komponen keuntungan
dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam
penawaran.

Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam
kontrak awal.

Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan
yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks
penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.

Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru
sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat
diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga
belas) sejak  adendum  kontrak  tersebut
ditandatangani.

Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan
oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian
harga berdasarkan indeks harga terendah antara
jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.

Penyesuaian Harga Satuan hanya untuk personil,
ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
Hn = Ho (a + b x Bn/Bo)

Hn = Harga Satuan untuk personil pada saat
pekerjaan dilaksanakan;

Ho = Harga Satuan untuk personil yang
tercantum pada jadwal aktifitas di dalam
kontrak;

a = Koefisien tetap yang terdiri atas

keuntungan dan overhead,

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran
komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.
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b = Koefisien komponen personil, b = 0,85

Bn = Indeks harga komponen untuk personil pada
saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke-13
setelah penandatanganan kontrak).

Bo = Indeks harga komponen untuk personil pada
saat kontrak di tanda tangan.

69.8 Indeks harga untuk personil yang digunakan
bersumber dari penerbitan BPS.

69.9 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam
penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang
dikeluarkan oleh instansi teknis sebagaimana
ditentukan di dalam SSKK.

69.10 Rumusan penyesuaian nilai kontrak dari komponen
personil ditetapkan sebagai berikut:
Pn = (HnlxV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst

Pn = Nilai yang disesuaikan dari komponen
personil di dalam kontrak setelah dilakukan
penyesuaian Harga Satuan;

Hn = Harga Satuan baru setiap personil setelah
dilakukan penyesuaian harga
menggunakan rumusan penyesuaian Harga
Satuan;

V = Volume setiap personil.

69.11 Pembayaran penyesuaian harga untuk personil
dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah
mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-
data;

69.12 Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-
lambatnya setiap 6 (enam) bulan.

G. PENGAWASAN MUTU
70. Pengawasan dan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan

Pemeriksaan

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan
kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia.
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71. Penilaian
Pekerjaan
Sementara oleh
PPK

72. Cacat Mutu

73. Pengujian

74. Perbaikan Cacat
Mutu

71.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat
melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang
dilakukan oleh penyedia.

71.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap
mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.

PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil
Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas
setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas
Pekerjaan  dapat memerintahkan penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta
menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau
Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa
Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia
untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak
tercantum dalam Spesifikasi Teknis, dan hasil uji coba
menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia
berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut.
Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba
tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

74.1 PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan
pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera
setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia
bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa
Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

74.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut,
penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat
Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
pemberitahuan.

74.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam
jangka waktu yang ditentukan maka PPK,
berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan,
berhak untuk secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim
PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti
biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh
penggantian biaya dengan memotong pembayaran
atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada)
atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan
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Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya
penggantian akan diperhitungkan sebagai utang
penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

74.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk
setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu, dan
mendaftarhitamkan penyedia.

H. PENYELESASIAN PERSELISIHAN
75. Penyelesaian 75.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-
Perselisihan sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan
dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau
setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

75.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para
pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui
musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau
pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

76. Itikad Baik 76.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya
yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat
dalam kontrak.

76.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian
dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan
masing-masing pihak.

76.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa
dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik

untuk mengatasi keadaan tersebut.

77. Pemeriksaan dan Penyedia mensyaratkan agennya (dinyatakan maupun

Audit oleh tidak), subpenyedia, subkonsultan, beserta personilnya
Lembaga untuk mengizinkan Lembaga Penanggung Jawab
Penanggung (Executing Agency) dan/atau Bank Dunia atau pihak yang
Jawab dan atau ditunjuk oleh executing agency atau Bank untuk
Bank Dunia melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan kontrak dan pemasukan penawaran.
Buku dan catatan yang terkait dengan pelaksanaan kontrak
atau pemasukan dokumen penawaran, jika diperlukan,
dapat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh executing
agency dan / atau Bank. Penyedia harus memperhatikan
ketentuan butir 4 mengenai Larangan Praktek Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme serta Penipuan yang mengatur,
antara lain, bahwa perbuatan-perbuatan yang secara
material menghalangi pelaksanaan hak Lembaga



Penanggung Jawab dan/atau Bank untuk melakukan
pemeriksaan dan audit berdasarkan butir 40 merupakan
hal-hal yang dilarang yang dapat mengakibatkan
pemutusan kontrak.
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BAGIAN C. SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

[Syarat-Syaraf Khusus Konftrak (SSKK) berikuf ini merupakan bagian yang tak terpisahkan
Syarat-Syaraf Umum Kontrak (SSUK). Apabila terdapat pertentangan maka ketentuan
SSKK lebih tinggi daripada ketentuan SSUK].

Kondisi Ayat Data
Korespondensi 6.1 | Alamat Para Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja PPK:
Nama : Direktorat Bina Pelatihan Vokasi dan
Pemagangan
Alamat : JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan
Telepon 1021 ~ XXXXXXXXX
Website : hitp://www.naker.go.id
Faksimili D~
e~-mail : xxxxxxx@kemnaker.go.id
Penyedia Jasa :
Nama : PT. XXXX
Alamat 0 JI XXXXXXXXXX
Telepon : (021) XXXXXXXXXX
Website : www.XXXa-ae.com
e-mail : admin@XXXX.com
Wakil Sah Para 7.1 | Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Pihak
Untuk PPK : XXX, Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan
Vokasi Dan Pemagangan, Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatthan  Vokasi Dan  Produktivitas, = Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Untuk Penyedia Jasa: XXXXX, Project Manager
Pengawas Pekerjaan xxxxxxx sebagai wakil sah PPK
Perpajakan 9 Perpajakan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik]
Indonesia, termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80
Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam
rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan|
Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri
Masa Berlaku 15.1 | Kontrak mulai berlaku sejak:
Kontrak Ditandatangani kontrak sampai dengan masa pelaksanaan
selama 7 (tujuh) bulan.
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Kondisi Ayat Data
Jadwal 15.3 | Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama :
Pelaksanaan 7 (tujuh) bulan terhitung sejak diterbitkannya SPMK sampai
Pekerjaan dengan berakhirnya.
Serah Terima 31.6 ~ | Kefentuan ini tidak berlaku untuk konfrak ini
Pekerjaan 31.10
Perubahan 35.1 b | Klausul ini ditambahkan dengan persyaratan sebagai berikut:
Lingkup Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya
Pekerjaan anggaran dan apabila disepakati kedua belah pihak
menambah/mengubah pekerjaan harus sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Asuransi 50.1 | Besaran minimum asuransi yang wajib disediakan oleh
Penyedia jasa sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan dan
kesehatan yang berlaku.
Tindakan 51 Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan
Penyedia yang PPK adalah:
Mensyaratkan 1. Perubahan nilai kontrak;
Persetujuan PPK 2. Melaksanakan kegiatan yang tidak ada dalam kontrak;
atau Pengawas 3. Melaksanakan kegiatan tanpa seijin Pemberi Jasa
Pekerjaan
Laporan Hasil 52 Laporan hasil pekerjaan sesuai dengan ketetapan dalam:
Pekerjaan Lampiran D. SPESIFIKASI TEKNIS
Kepemilikan 53 Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan
Dokumen piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan jasa lainnya ini
dengan pembatasan sebagai berikut:
Penyedia jasa tidak diperbolehkan memakai dokumen dan
piranti lunak terkait dengan kontrak ini untuk dipergunakan
pada kontrak lain tanpa persetujuan PPK
Jaminan 59 | Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara
59.3 | Klausul ini diubah menjadi:
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus)
59.4 — | Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini
59.9
Fasilitas 61 | Jika diperlukan PPK akan memberikan fasilitas berupa :
Ruang Meeting
Peristiwa 62.1 | Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian
Kompensasi peristiwa kompensasi adalah: tidak ada
Pembayaran 65.1 | Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya ini tidak dapat diberikan uang
Uang Muka muka sebesar Rp. XXXXX,~
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
65.1.f | Klausul ini diubah menjadi : pengembalian uang muka harus

diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada
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Kondisi Ayat Data

setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus
lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus
perseratus) dan Pengembalian Uang muka akan diangsur
secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan
selama 12 (Dua Belas) Bulan

Pembayaran 65.2 | Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara : Bulan

Prestasi Pembayaran bulanan sesuai prestasi yang dilakukan atau yang

Pekerjaan dicapai oleh penyedia setiap bulan akan menjadi dasar

pembayaran.
Ditujukan kepada: PT. XXXXX — No. Rekening: XXX — BANK
DAVID INDONESIA

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh
PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat
belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan
dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh
PPK.

Ketentuan pembayaran dari Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa
adalah sebagai berikut:

1. Biaya Bahan, Sewa, Akomodasi, Transportasi, Honor dan
Uang Harian

a. Harga satuan biaya yang ditawar oleh calon Penyedia
Jasa adalah harga satuan tetap (fixed), sesuai dengan
harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan
secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal
Aktivitas,dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada
Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap
(fixed) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas
dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam
mengajukan tagihan pembayaranya, Penyedia Jasa
diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang
membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang
ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk
jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan
biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang
sebenarnya (actual cos?).

b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa
yang merupakan harga satuan tetap (fixed), dimana
pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa
dibuat berdasarkan harga satuan tetap (fixed) yang
tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan
jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan
pembayaranya  Penyedia Jasa  diminta  untuk
melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan
bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan
benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan
ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun
besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (acfual
cosl).
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Kondisi

Ayat

Data

c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa
yang merupakan harga satuan tertinggi (ceiling,
dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada
Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (af cos?)
dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah
ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli
untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume
pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian
yang sebenarnya.

2. Biaya Management Fee

a. Penawaran biaya Management Fee oleh calon Penyedia
Jasa dianggap sudah termasuk biaya Tenaga
Teknis/Pelaksana, = Tenaga  Pendukung,  biaya
pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya lainya
serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan
jasa layanan.

b. Penawaran biaya Management Fee tidak termasuk jenis
kegiatan yang harga satuannya ditawar oleh Calon
Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawar
dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya
operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan
demikian, Management Fee dinyatakan sebagai
persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya
ditetapkan oleh Pemberi Jasa.

Denda

65.3

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap
hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari nilai
Kontrak.

Penyesuaian
Harga untuk
remunerasi
personil

69.1
69.7 —
69.10

Apakah penyesuaian harga berlaku: Tidak
Klausul ini tidak berlaku untuk kontrak pekerjaan ini.

Cacat Mutu

72

Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

Pengujian

73

Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

Perbaikan Cacat
Mutu

74

Ketentuan ini tidak berlaku untuk kontrak ini

Penyelesaian
Perselisihan

75.2

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak
tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak
menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di
bawah sebagai Pemutus Sengketa:

BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa;
Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan
dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
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menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-
peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya
mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai
keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju
bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing
Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator
yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga
yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.
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BAGIAN D. SPESIFIKASI TEKNIS

PENGADAAN JASA LAINNYA PERUSAHAAN PENGELOLA ADMINISTRASI (PPA) UNTUK
KEGIATAN WORKSHOP KAJIAN FORUM PELATIHAN VOKASI BERBASIS INDUSTRI DAN
REKOMENDASI STRATEGIS PENGUATAN KETERLIBATAN INDUSTRI DALAM PELATIHAN

DAN PEMAGANGAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PASAR KERJA
TAHUN ANGGARAN 2026

1. Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, sedang
melaksanakan proyek LISTRAF (Labor Market Information and Skills System Transformation for
Labor Market Flexibility) yang didanai oleh World Bank. Proyek ini bertujuan menciptakan
ckosistem tenaga kerja yang responsif terhadap dinamika pasar, memperkuat implementasi
Strategi Nasional Vokasi (Stranas Vokasi), serta meningkatkan kontinuitas pengembangan
kompetensi pekerja.

Tabel Tujuan Pengembangan Proyek LISTRAF
‘ Akses

Efektivitas
Jumlah  pengguna | Kenaikan persentase jumlah
yang membuat | pencocokan kerja yang berhasil di
. profil di SIAPKerja | SIAPKerja (pelamar masuk daftar

Ketenagakerjaan . oy . e

(terpilah pilihan) (terpilah berdasarkan jenis

berdasarkan jenis | kelamin)

kelamin)

Jumlah siswa yang | Persentase lulusan CMTC (BPVP)

terdaftar di CMTC! | yang mendapatkan penempatan kerja
Pengembangan | (BPVP)2 secara | (dalam 6 bulan setelah lulus)
Keterampilan kumulatif (terpilah | (terpilah berdasarkan jenis kelamin)

berdasarkan jenis

kelamin)

Sumber: Badan POM LISTRAF, 2024

Untuk Mencapai tujuannya, Proyek LISTRAF dilakukan melalui 3 (tiga) komponen utama:

Komponen A. Menetapkan Sistem Informasi Pasar Kerja atau LMIS (Labor Market
Information System) untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan aksesibilitas layanan
informasi pasar kerja/ketenagakerjaan melalui peningkatan platform SIAPKerja;

Komponen B. Peningkatan informasi pasar kerja untuk meningkatkan ekosistem pelatihan
yang terintegrasi, untuk memperluas akses pelatihan dan memperkuat keterkaitan antara
pelatihan dengan kebutuhan sektor swasta. Komponen ini melakukan penguatan terhadap 43
BPVP baik yang telah beroperasi maupun yang dibangun baru di bawah pengelolaan
Kemnaker.

Komponen C. Pengembangan kapasitas institusional dan pengelolaan proyek. Komponen
ini akan mendukung kegiatan teknis dan operasional dalam koordinasi harian dan pengelolaan
proyek melalui penetapan PMU (Project Management Unit) di bawah Sekretariat Jenderal
Kemnaker.
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Project ini merupakan bagian dari Komponen B, penguatan kelembagaan pada
Subkomponen 2.4 dengan nama aktivitas dalam sub-komponen tersebut yaitu ”Peninjauan
forum Pelatihan Vokasi cksisting dan memberikan rekomendasi untuk memperkuat
pendekatan guna meningkatkan penyampaian pelatihan, pemagangan, dan memenuhi
permintaan pasar kerja.”, dari proyek LISTRAF ini akan dilaksanakan melalui mekanisme kajian
forum vokasi berbasis industri dan penyusunan rekomendasi strategis penguatan keterlibatan
industri dalam pelatihan vokasi dan pemagangan.

Studi-studi internasional, termasuk laporan UNESCO tentang Pelatihan Vokasi serta
pengalaman negara-negara maju dalam industry-engaged TVET®, menunjukkan bahwa
keberhasilan forum semacam ini sangat bergantung pada adanya kerangka kerja koordinasi
lintas sektor yang terintegrasi, standar magang nasional, kurikulum berbasis analisis
kebutuhan keterampilan terkini, serta sistem monitoring-evaluasi yang berkelanjutan. Oleh
karena itu, diperlukan kajian komprehensif yang meninjau kembali eksistensi, fungsi, dan
efektivitas forum-forum Pelatihan Vokasi berbasis industri di Indonesia. Kajian ini diharapkan
menghasilkan rekomendasi strategis berbasis bukti, meliputi:

A. Penyusunan kerangka koordinasi lintas sektor yang terintegrasi antara pemerintah,
industry dan lembaga pelatihan

B. Pengembangan standar pemagangan nasional yang dapat diadopsi secara luas oleh
Perusahaan

C. Penyesuaian kurikulum pelatihan melalui analisis kebutuhan keterampilan terkini di
pasar kerja.

D. Pembentukan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk mengukur dampak
forum dan memastikan implementasi rekomendasi yang berkelanjutan.

Dalam mendukung pelaksanaan kajian tersebut, diperlukan adanya workshop untuk
konsultasi awal, focus group discussion, dan pembahasan lainnya sehingga kajian dapat
terangkum dengan komprehensif. Dengan melaksanakan kegiatan dukungan ini, diharapkan
pendekatan industry-led TVET dapat diperkuat, kualitas penyampaian pelatihan meningkat,
kesempatan magang meluas, dan pada akhirnya permintaan pasar kerja yang terus
berkembang dapat terpenuhi secara efektif.

2. Landasan Hukum

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279)

2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4637)

3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108)

4) Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360)

5https://unevoc.unesco.org/up/EOOOl-
eng.pdf#:~:text=constitute%20localized%20networks%20which%20bring%20together%20some,and%20traini
ng%20providers%2C%20industry%20and%?20local%20government
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5)

6)

7)

8)

9)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim
Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 235)

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5
Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi
Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 703)

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor
2/2749/HK.03.01/X1/2021 tentang Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga
Pelatihan dengan Industri Daerah dan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Pelatihan Kerja
dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Loan Agreement Labour Market Information and Skills System Transformation for Labour
Market Flexibility Project between Republic of Indonesia and International Bank for
Reconstruction and Development Loan Number 9636-1D tanggal 2 February 2024;

Declaration of Effectiveness of Labour Market Information and Skills System

Transformation for Labour Market Flexibility Project ~ Loan No. 9636-ID Nomor CD-
051/WB/II1/2024 tanggal 27 Maret 2024

3. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

a.

Mensosialisasikan kerangka kajian dan menjajaki isu strategis di awal proyek sebelum
penyerahan output pertama;

Mendiskusikan dan memvalidasi temuan kesenjangan dengan pemangku kepentingan
daerah atau forum di daerah;

Merancang model kemitraan;
Menguji dan menyempurnakan draft rekomendasi sebelum finalisasi;

Menyusun dan menyepakati petajalan implementasi bersama seluruh stake holder.

Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pengadaan Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola
Administrasi untuk Kegiatan Workshop Kajian Forum Pelatihan Vokasi Berbasis Industri dan
Rekomendasi Strategis Penguatan Keterlibatan Industri dalam Pelatihan dan Pemagangan untuk
Memenuhi Kebutuhan Pasar Kerja ini, adalah:

D

2)

3)

4)

Teridentifikasinya kondisi eksisting, tantangan, dan kesenjangan pelaksanaan forum vokasi
berbasis industri baik di tingkat nasional maupun daerah sebagai dasar penyusunan
rekomendasi kebijakan;

Terverifikasinya temuan awal kajian melalui konsultasi pemangku kepentingan, termasuk
asosiasi industri, lembaga pelatihan, pemerintah daerah, dan dunia usaha;

Terumuskannya model kemitraan dan mekanisme koordinasi lintas sektor antara dunia
industri, lembaga pelatihan vokasi, dan pemerintah untuk meningkatkan relevansi
pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja;

Tersusunnya rekomendasi strategis penguatan pelatihan vokasi dan pemagangan yang
berbasis industri dan selaras dengan kebutuhan keterampilan terkini di pasar kerja;
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5) Tersusunnya peta jalan implementasi (roadmap) kolaborasi industri—-pemerintah—lembaga
pelatihan, termasuk kerangka monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan
program.

Pengadaan Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA)

Untuk menunjang kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam proyek LISTRAF
tersebut, khususnya pada kegiatan Workshop Kajian Forum Pelatihan Vokasi Berbasis Industri
dan Rekomendasi Strategis Penguatan Keterlibatan Industri dalam Pelatihan dan Pemagangan
untuk memenuhi Kebutuhan Pasar Kerja, diperlukan dukungan administratif yang profesional.
Dalam melaksanakan kegiatan ini maka diperlukan pelaksanaan pengadaan Perusahaan
Pengelola Administrasi (PPA), yang akan mendukung penyelenggaraan kegiatan strategis
dalam pengembangan sumber daya manusia bidang vokasi dan produktivitas.

1) Tujuan PPA

Tujuan utama dalam kegiatan pengadaan PPA meliputi :

a. Menyelenggarakan kegiatan workshop dan mengelola administrasi sosialisasi Kerangka
Kajian dan menjajaki isu strategis;

b. Menyelenggarakan kegiatan workshop dan mengelola administrasi hasil diskusi dan
validasi temuan kesenjangan dengan pemangku kepentingan daerah atau forum di daerah

>

C. Menyelenggarakan kegiatan workshop dan mengelola administrasi Rancangan model
kemitraan;

d. Menyelenggarakan kegiatan workshop dan mengelola administrasi hasil pengujian dan
penyempurnaan draft rekomendasi sebelum finalisasi;

€. Menyelenggarakan kegiatan workshop dan mengelola administrasi penyusunan petajalan
implementasi bersama seluruh stake holder.

2) Sasaran Pengadaan PPA

Sasaran Pengadaan PPA antara lain:

a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kerangka kajian dan menjajaki isu strategis di awal proyek
sebelum penyerahan output pertama;

b. Terlaksananya kegiatan diskusi dan validasi temuan kesenjangan dengan pemangku
kepentingan daerah atau forum di daerah;

C. Terlaksananya kegiatan rancang model kemitraan;

d. Terlaksananya kegiatan pengujian dan penyempurnaan draft rekomendasi sebelum
finalisasi;

€. Terlaksananya kegiatan penyusunan petajalan implementasi bersama seluruh stake
holder;

f. Tersedianya laporan penyelenggaraan kegiatan Kajian Forum Pelatihan Vokasi
Berbasis Industri dan Rekomendasi Strategis Penguatan Keterlibatan Indsutri dalam
Pelatihan dan Pemagangan untuk memenuhi Kebutuhan Pasar Kerja.
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3) Lingkup Pekerjaan PPA

Ruang lingkup pekerjaan PPA mencakup dukungan administratif dalam seluruh kegiatan
Kajian Forum Pelatihan Vokasi Berbasis Industri dan Rekomendasi Strategis Penguatan
Keterlibatan Indsutri dalam Pelatihan dan Pemagangan untuk memenuhi Kebutuhan Pasar
yang tertuang pada target capaian selama 7 (tujuh) bulan. PPA akan mendukung pemberi kerja
untuk:

a. Penyusunan Dokumen

1) Melakukan berbagai tugas administratif terkait pengelolaan Focus Group Discussion
(FGD) dan rapat;

2) Menyusun undangan dan mengkonfirmasi kehadiran;

3) Memfasilitasi pemberi kerja terkait pelaksanaan kegiatan Kajian Forum Pelatihan
Vokasi Berbasis Industri dan Rekomendasi Strategis Penguatan Keterlibatan Indsutri
dalam Pelatihan dan Pemagangan untuk memenuhi Kebutuhan Pasar Kerja;

4) Mendokumentasikan proses dan hasil;
5) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan per kegiatan, per triwulan, dan per tahunan.

b. Disamping dukungan administrasi pada target capaian di atas, maka keberadaan PPA juga
memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1) Melaksanakan persiapan, perencanaan dan pengaturan waktu, tempat, logistic,
menghandle ruang rapat disaat kegiatan berlangsung, akomodasi, transportasi [darat,
laut dan udara] untuk peserta pusat maupun luar daerah, narasumber dan moderator
untuk pelaksanaan workshop tersebut yang disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

2) Menyiapkan surat menyurat, invoice dari proses transaksi dalam akomodasi dan
Transaksi dalam pembayaran Belanja Bahan, Belanja Sewa, Hotel dan Transportasi
dilakukan dengan menggunakan transfer, kecuali uang taxi, uang harian dan
permintaan reimburse;

3) Merekapitulasi absensi dan data peserta Workshop;

4) Menyediakan kebutuhan kegiatan secara online seperti Aplikasi Web Meeting
(kapasitas minimal 500 person), Perangkat Zoom, Komputer/Laptop dan Printer;

5) Menyediakan personal untuk panitia pada setiap kegiatan Workshop agar acara dapat
berjalan dengan lancar dan baik.

4) Kualifikasi Perusahaan

a. Perusahaan wajib memiliki izin usaha di bidang jasa penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan, insentif, konferensi, dan pameran (Meetings, Incentives, Conferencing,
Exhibitions/MICE) atau sejenisnya, atau yang
setara untuk perusahaan asing. Perusahaan dengan kualifikasi besar, menengah, dan kecil
diperkenankan mengikuti kegiatan Pengadaan Jasa Lainnya Perusahaan Pengelola
Administrasi (PPA) Kegiatan Workshop Kajian Forum Pelatihan Vokasi Berbasis Industri
dan Rekomendasi Strategis Penguatan Keterlibatan Industri dalam Pelatihan dan
Pemagangan untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar Kerja;

b. Calon penyedia jasa harus memiliki pengalaman minimal 1 (satu) kontrak kerja dengan
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nilai minimal sesuai HPS, dalam 4 (empat) tahun terakhir sejak batas akhir pemasukan
penawaran. Pemenuhan persyaratan kontrak kerja dibuktikan dengan referensi dan
perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO), apabila berbentuk KSO, yang memuat porsi masing-
masing anggota; nilai pengalaman kontrak diperhitungkan berdasarkan porsi KSO pada
kontrak kerja sebelumnya. Dalam hal peserta merupakan joint venture/KSO, persyaratan
dapat dipenuhi oleh salah satu anggota atau gabungan anggota joint venture.

C. Kualifikasi Personil

Personil Jumlah Pendidikan Ruang lingkup tugas
pengalaman
Manajer Program| 1 Orang e S1 Semua Jurusan e Mengkoordinasikan
seluruh  rangkaian
® Berpengalaman pelaksanaan kegiatan
minimal 3 tahun mulai
menangani pekerjaan
yang sama dalam perencanaan,
mengkoordinasikan pelaksanaan dan
pelaksanaan, event penyelesaian
organizer dari pekerjaan/ laporan
semua aspek dari naratif seluruh
mu]a_i perencanaan, rangkaian kegiatan
pe]aksanaan yang dilakukan.
dan penyelesaian e Melakukan
pekerjaan. koordinasi dengan
PMU, PIU, dan
o Memiliki sertifikat para pemangku
kompetensi kerja kepentingan kegiatan.
bidang MICE skema
sertifikasi venue o Melakukan
Manajemen dari LSP koordinasi dengan
yang terlisensi BNSP; Pejabat Pembuat
Komitmen
e melampirkan ijazah
terakhir  beserta o Melakukan
pertemuan  setiap
e transkrip, NPWP akhir bulan dengan
dan surat referensi PMU/FIU untuk
kerja menyampaikan
sebelumnya yang laporan kemajuan
menyatakan penyedia
telah | e Membuat Laporan
melaksanakan Konsolidasi Kegiatan
pekerjaan dengan kepada PMU/PIU
hasil yang dilengkapi dengan
memuaskan. Laporan Keuangan.

51



6.

D
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

e Melampirkan CV

Manager 1 orang e S1 Jurusan Akuntansi | ® Mengkoordinasikan
Keuangan pelaksanaan
® Berpengalaman administrasi kegiatan,
minimal 3 tahun pe]aporan7 dan
menangani pekerjaan
yang sama dalam invoicing dari
mengkoordinasikan seluruh rangkaian
pelaksanaan, kegiatan yang
administrasi, dilakukan;
pelaporan, invoicing | e Bertanggung jawab
terutama administrasi atas kelengkapan dan
keuangan program keabsahan dokumen
pemerintah setiap transaksi;

e melampirkan ijazah | e Membuat Rekapitulasi

terakhir beserta hasil verifikasi

. sebagai bahan
transkrip, NPWP Laporan PPA ke
dan surat referensi PMU/PIU;

kerja  sebelumnya
yang  menyatakan | e Berkoordinasi  aktif

penyedia telah dengan PMU
melaksanakan dalam penyajian
pekerjaan  dengan laporan keuangan
hasil yang
memuaskan. yang baik.

e Melampirkan Cv

Peserta, Narasumber, dan Moderator

a) Peserta :

Peserta Workshop Kajian Forum Pelatihan Vokasi Berbasis Industri dan Rekomendasi
Strategis Penguatan Keterlibatan Industri dalam Pelatihan dan Pemagangan untuk
Memenuhi Kebutuhan Pasar Kerja ini, terdiri dari :

Peserta dari lintas eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

Peserta dari lintas Kementerian/Lembaga;

21 UPTP BBPVP dan BPVP dan 22 Satuan Pelayanan UPTP;

98 Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI);

Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKNV);
Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV);
Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan;

Asosiasi Industri dan Lembaga Pelatihan.
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7.

10.

11.

b) Narasumber :
Narasumber pada kegiatan Workshop Kajian Forum Pelatihan Vokasi Berbasis Industri dan
Rekomendasi Strategis Penguatan Keterlibatan Industri dalam Pelatihan dan Pemagangan
untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar Kerja ini merupakan Praktisi di Bidang Ketenagakerjaan.

¢) Moderator
Berasal dari pejabat atau staf yang berada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Lokasi Kegiatan
KEGIATAN LOKASI JUMLAH PESERTA

Workshop Konsultasi Awal DKI Jakarta 107 Peserta
Workshop Analisis DKI Jakarta 80 Peserta
Kesenjangan
Workshop Desain Blueprint Batam Kepulauan Riau 85 Peserta
FGD Draft Rekomendasi DKI Jakarta 80 Peserta
Kebijakan
Workshop Perencanaan DKI Jakarta 106 Peserta
Strategis untuk Roadmap

Capaian Output

Capaian output yang dihasilkan oleh Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) adalah:

a) Tersedianya akomodasi untuk seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan;

b) Tersedianya transportasi untuk peserta pusat dan daerah, narasumber, dan moderator
selama kegiatan;

¢) Tersedianya perlengkapan peserta;

d) Tersedianya perlengkapan kegiatan;

e) Tersedianya materi acara dan dokumentasi selama kegiatan;

f) Tersusunnya administrasi laporan kegiatan dan keuangan secara lengkap dan kredibel.

Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan workshop ini adalah Direktur Bina Penyelenggaraan Pelatihan
Vokasi dan Pemagangan, Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian
Ketenagakerjaan.

Kualifikasi dan Fasilitas Hotel

Kualifikasi dan fasilitas hotel minimal bintang 4 (empat) dengan fasilitas memiliki Ruang
Meeting/Ballroom dengan kapasitas minimum 150 orang, memiliki peralatan termasuk sound
system, white board, standing flipchart, air mineral, permen, LCD dan screen dengan jumlah
yang disesuaikan kondisi ruang meeting dengan fasilitas wi-fi internet.

Periode Kontrak dan Pelaporan

Periode kontrak dan pelaporan pekaksanaan kegiatan Kajian Forum Pelatihan Vokasi Berbasis
Industri dan Rekomendasi Strategis Penguatan Keterlibatan Indsutri dalam Pelatihan dan
Pemagangan untuk memenuhi Kebutuhan Pasar oleh PPA dengan rincian sebagai berikut :

1).Periode Kontrak

Periode kontrak terhitung dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Perjanjian Kerja antara
PPA dengan Direktorat Bina Pelatihan Vokasi dan Pemagangan dengan masa pelaksanaan
selama 7 (tujuh) bulan.
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2).Pelaporan
PPA wajib menyediakan laporan dan bukti pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

a. Laporan Pendahuluan (Inception Report)

Laporan pendahuluan diserahkan kepada Direktorat Bina Pelatihan Vokasi dan Pemagangan
paling lambat 1 (satu) minggu setelah penandatangan kontrak. Laporan pendahuluan
sekurang kurangnya memuat gambaran umum rencana pelaksanaan pekerjaan, kendala-
kendala awal yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja.

b. Laporan 3 (tiga) bulanan

Laporan 3 (tiga) bulanan atau triwulan memuat semua informasi tentang pelaksanaan
pekerjaan atau kegiatan dan penyampaian target pekerjaan dalam jangka waktu pelaksanaan
selama 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Direktorat Bina Pelatihan Vokasi dan
Pemagangan paling lambat minggu pertama pada bulan ke 4 (empat) diakhir bulan ke tiga. Isi
laporan triwulan meliputi perkembangan pelaksanan pekerjaan, penanganan masalah dan
capaian target sesuai dengan panduan umum.

c. Laporan Akhir

Laporan akhir berisi laporan seluruh rangkaian pelaksanaan acara (proceeding) beserta hasil
dan rekomendasinya, serta laporan keuangan terkait penyelenggaraan acara harus disiapkan
oleh Perusahaan Pengelola Administrasi (PPA) paling lambat 1 (satu) minggu setelah seluruh
event kegiatan selesai dilaksanakan.

Laporan disusun dalam bahasa Indonesia, termasuk ringkasan laporan. PPA wajib
menggandakan laporan dalam 5 (lima) eksemplar baik ringkasan laporan maupun laporan
akhir, dan disampaikan kepada Direktorat Bina Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang
menandatangani kontrak kerja PPA.

Sumber Pendanaan

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Workshop Kajian Forum Pelatihan Vokasi Berbasis
Industri dan Rekomendasi Strategis Penguatan Keterlibatan Industri dalam Pelatihan dan
Pemagangan untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar Kerja ini berasal dari pembiayaan PHLN
melalui DIPA Satuan Kerja Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan,
Ditjen Binalavotas, Kementerian Ketenagakerjaan. Pembiayaan Honorarium dan Transport
Merujuk Pada Standar Biaya Masukan dari Kementerian Keuangan.

Transportasi Udara

Transportasi udara adalah tiket pesawat ekonomi class dengan pembiayaan at cost.

Satuan Biaya Kendaraan Darat

Merupakan tarif pergi-pulang perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara
keberangkatan atau dari bandara kedatangan menuju tempat tujuan (lokasi pertemuan) di kota
bandara kedatangan.

Sewa Operasional Kantor

a) Intel core i5 processor; memory 8 GB DDR4 PC-10600; display size 13"; VGA card
(nvdia/ati radeon) 4 GB; SSD 500 GB; touch pad; power supply external AC adapter dan
weight 1,25 kg, minima Gen 12;

54



16.

17.

18.

19.

20.

b)

Printer Laser A4 (unit), spesifikasi : Mono Laser; Minimum kecepatan cetak 22 ppm; Resolusi
1200 x 1200 dpi; Input Tray 150 halaman; Konektivitas Ethernet atau USB 2.0; Prosesor
600MHz; Memori 128MB; Power Consumption 370W;

¢) Scanner, spesifikasi : Output: JPEG, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows (R) only), PICT
(Macintosh only), PDF, Hi-Speed USB/USB (Ethernet 1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T
interface), [Scanner Driver] Hi-Speed USB: Windows (R) 10/Windows (R)
8.1/Windows (R) 8/ Windows (R) 7/Windows Vista (R)/Windows (R) XP/Windows Server
(R) 2003, 2008, Hi-Speed USB: Mac 0S10.5.8 ~;

d) Foto Copy (unit), spesifikasi : Kecepatan cetak 25 ppm; Multi-fungsi monokrom; Resolusi
1200 dpi; Fitur Duplex & ADF, Koneksi Langsung, Gigabit Ethernet, WiFi, RAM 1GB+,
Maksimal kertas A3; Paper Output Capacity 250 sheets;

e) Aplikasi Web meeting : Paket Bisnis, kapasitas minimal 500 peserta;

f) Perangkat Zoom Meeting : Kamera Full HD, Laptop, Capture Card HDMI, USB Audio
Interface, Wireless Microphone, Tripod, Operator Zoom.

Dokumentasi

Foto dan video kegiatan pada laporan dan flashdisk meliput dari hari pertama sampai terakhir.
Seluruh biaya yang timbul dibebankan pada PPA.

Seminar Kit

Seminar kit bagi peserta meliputi :

Tas eksklusif
Notebook kulit
Pulpen premium
Flashdisk
Tumbler stainless
Power bank

Full Board Government

Komponen paket hotel mencakup; minuman selamat datang, akomodasi 1 malam, makan 3
(tiga) kali, rehat kopi dan snacks 2 (dua) kali, ruang meeting dan fasilitasnya (termasuk LCD,
screen projector, podium, flipchart, white board, standar sound system, mikropon (kabel dan
wireless), alat tulis, air mineral dan permen).

Catatan: Akomodasi paket Fullboard Government diatur sebagai berikut: Narasumber = 1
(satu) kamar untuk 1 (satu) orang, Moderafor = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang dan
untuk Peserta = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Hak Kepemilikan Data dan Informasi

Segala bentuk data, dokumen, berkas, atau foto digunakan selama pelaksanaan pekerjaan oleh
PPA merupakan hak milik pemberi kerja Direktorat Bina Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.
Oleh sebab itu, PPA wajib mempersiapkan secara memadai dan akurat, memanfaatkan dan
memelihara serta menyimpan dalam MIS data base, untuk selanjutnya diserahkan kembali
kepada Direktorat Bina Pelatihan Vokasi dan Pemagangan yang menandatangani kontrak kerja
PPA.

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam
penetapan kebutuhan anggaran untuk melaksanakan kegiatan Workshop Kajian Forum
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Pelatihan Vokasi Berbasis Industri dan Rekomendasi Strategis Penguatan Keterlibatan Industri
dalam Pelatihan dan Pemagangan untuk Memenuhi Kebutuhan Pasar Kerja.
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BAGIAN E.

SURAT PENAWARAN DAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA
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RINCIAN ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN JASA LAINNYA PERUSAHAAN PENGELOLA ADMINISTRASI (PPA)

TAHUN ANGGARAN 2026
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BAGIAN F.

JADWAL AKTIVITAS PERUSAHAAN PENGELOLA ADMINISTRASI
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BAGIAN G. DOKUMEN LAINNYA
1. JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
2. SPPB] DAN

3. PAKTA INTEGRITAS.
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